BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
secara umum implementor sudah mengimplementasikan kebijakan penangulangan
pasung pada orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota namun

pelaksanannya belum optimal. Adapun temuan peneliti dilapangan yang

menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan pasung
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obat maupun juga karena faktor lingkungan.

Disamping hal tersebut, kurangnya sumberdaya finansial juga
menyebabkan proses implementasi kebijakan penanggulangan pasung pada ODGJ
menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya

anggaran khusus untuk menjalankan kebijakan sementara cakupan dari kebijakan



tersebut luas. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat terutama keluarga ODGJ
pasien pemasungan yang rata-rata berada pada garis kemiskinan juga
menyebabkan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh kebijakan menjadi sulit
untuk dicapai, karena pihak keluarga lebih mementingkan mereka bekerja dan
keberlangsungan hidupnya kedepan sehingga hak-hak ODGJ menjadi menjadi
terbaikan. Dan hal yang juga penting berkaitan belum maksimalnya pemanfaatan

teknologi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan pasung pada

dijabarkan tersebut asungan pada ODGJ

di Kabupaten Lim aflan yang sulit untuk
diselesaikan.
6.2 Saran

Adapun bebera itian Impelementasi

perbaikan terhadap ke}giéSén isi —bératuran Bupati Nomor 39 Tahun
2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan
Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lebih memudahkan
implementor dalam melaksanakannya atau membuat aturan penjelas
dari Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh

Kota.



. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk
segera mengeluarkan SK Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKIM) sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017
sehingga optimalisasi penanggulangan pasung pada ODGJ dapat
tercapai sesuai kebijakan .

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders terkait,
baik itu antar sesama Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat

seperti halnya dengan pihak

kecamats
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mosi atau sosialisasi

al| masyarakat, sistem

sebagainya.

pemasungan kembalﬂi\‘ (re-\p'asﬁ.n-g) dengan cara melakukan
pengjangkauan secara masif dan lebih luas lagi sehingga mengetahui
situasi ditengah masyarakat.

Memperkuat ikatan dalam keluarga sehingga hak-hak ODGJ tidak
terbaikan seperti dalam melakukan kegiatan dengan mengikutsertakan

semua nggota keluarga sehingga pasien ODGJ akan merasa

keberadaannya dianggap oleh pihak keluarga.



